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BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58
Peraturan Bupati Sambas Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten
Sambas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan

* Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on
the Elimination of all For of Discrimination Against Women)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3277);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Neraga Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
sebagaimana telah  beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4419);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6780);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasilikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun
2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sambas Nomor 28);




11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Sambas (Berita Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT

PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
SAMBAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

I

2.
3.
4

Daerah adalah Daerah Kabupaten Sambas.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.

Bupati adalah Bupati Sambas.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas
adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sambas.

Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD
Perlindungan Perempuan dan Anak yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional Dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat Kepala UPTD
adalah Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten
Sambas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Kelas A.




BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3
UPTD berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional
Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 4
UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam memberikan layanan bagi
perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi,
perlindungan khusus, dan masalah hukum.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD

menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan teknis operasional bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak berupa pengelolaan pengaduan masyarakat,
penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara,
mediasi, dan pendampingan korban berdasarkan kebijakan teknis dinas;

b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas
teknis operasional UPTD; dan

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6
(1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
a.Kepala UPTD;
b.Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Organisasi UPTD sebagaimana tercantum pada lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 7
Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD
dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak
yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, Perlindungan khusus, dan
masalah lainnya




Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala

UPTD mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan
layanan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di
UPTD;

b. penyusunan rencana dan program Kkerja penyelenggaraan teknis
operasional kerja UPTD;

c. penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;

d. pelaksanaan evaluasi dan ©pelaporan teknis operasional bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta ketatausahaan
UPID;

e. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai
dalam lingkungan UPTD; dan

f. pelaksanaan administrasi UPTD; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b,
memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan
dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi urusan penyusunan
rencana program, keuangan, surat menyurat, kepegawaian hubungan
masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dan pelaporan UPTD.

Pasal 10
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian
Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha,
b. pelaksanaan administrasi ketatausahaan umum, perlengkapan, hubungan
masyarakat, rumah tangga, keuangan, kepegawaian dan organisasi;
pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan
penyiapan bahan laporan program kerja,
peaksanaan ketata usahaan dan pencatatan data korban; dan
peaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
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Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11
(1) Bupati berwenang menetapkan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan
fungsional keterampilan.




(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

(1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan
Fungsional, dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

(2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(3) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha masing-masing
bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada
bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut
jenjang jabatannya masing-masing.

(4) Hubungan antara Kepala UPTD dengan bawahannya serta sebaliknya
secara administratif melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13
Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dalam jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII
ESELON

Pasal 14
(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a
merupakan jabatan pengawas eselon IVa.
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf b merupakan jabatan pengawas eselon IVb.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15
Uraian tugas Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Pelaksana atau
Staf Teknis Operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 16
Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas UPTD dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas serta
sumber lain yang sah.




BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 25 Juli 2022

BUPATI SAMBAS,
ttd

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 25 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd

FERY MADAGASKAR
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 27




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN SAMBAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN SAMBAS

KEPALA UPTD PPA

SUBBAG TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BUPATI SAMBAS,
ttd

SATONO
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